
GUBERNUR RIAU
PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR  TAHUN 2019
TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a,

b.

c.

GUBERNUR RIAU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit, setiap Rumah Sakit berkewajiban menJrusun dan
melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakrt (Hospital
BaLal.us);

bahwa Peraturan Internal Rumah Sakit disusun dalam
rangka menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik
(good corporate gouemance) dan tata kelola klinis yang baik
(good clinical gouemance) pada Rumah Sakit Jiwa Tampan
Provinsi Riau;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hur-u[ a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Jiwa
Tampan Provinsi Riau;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Damrat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1958 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1,646J;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072):
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Undang-Undaag Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesra Nomor 5571);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba(an Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tafibahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanar Umum (l€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tah.ur' 2OI2 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentarg
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
s340);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman P€nlusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2OO7
tentang Petunjuk Teknis Penjrusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/
IV/2011 teniang Penyelenggaan Komite Medik di Rumah
Sakit;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47/2013 terltarlg
Komite Keperawatan Rumah Sakit;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 "fa.h:url 2015
tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tairun 2015 Nomor 2036).
sebagaimana telah diubai dengan Peraturan MenLeri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hltkum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1S7);

i3.

15.



3

Menetapkan :

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor TT2lMe'j'keslSKlvIl
2OO2 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit
(Hospital By Laws);

17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penerapan Poia Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit dilingkungan
Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau
Tahun 2017 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL
RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU'

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Provinsi Riau.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beseita Perangkat
Daerah dan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Riau.

5. Rumah Sakit Jiwa Tampan yang selanjutnya disebut RS Jiwa
Tampan adalah Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

6. Direktur adalah Direktur RS Jiwa Tampan Provinsi Riau

7, Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada seseoralg dalam rangka
promotif, preventif, kuratif danrehabilitatif.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjial
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan Perundang-undangan.

9. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah peraturan dasar yang
mengatur tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit, meliputi
peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf
medis.

10. Peraturan Internal Korporasi adalah peraturan internal yang
menga(ur hubungan antara pemerintah daerah sebagai
pernilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf
Medis Rumah Sakit beserta fungsi, tugas, tanggungjawab,
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kewajiban, kewenaagan dan haknya masing-masing.
11. Peraturan Internal Staf Medis adalah peraturan internal yang

mengatur tentang fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban,
kewenangan dan hak dari Staf Medis RS Jiwa Tampan.

12. Dewan Pengawas RS Jiwa Tampan yang selanjutnya disebut
Dewan Pengalras adalah organ yang bertugas melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan RS Jiwa Tampan.

13. Jabatan Stuktural adalah jabatan yang secara nyata dan
tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur,
Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan Kepala Seksi.

14. Jabatan Fungsional adalah kedudukar yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak
seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

15. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter cigi dan
Dokter Gigi Spesialis yang bekerja purna waktu maupun
paruh waktu di unit pelayanan Rumah Sakit.

16. Unit peiayanan adatal.r unit yang menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat
darurat, rehabilitasi napza, rawat intensif, iadi,ologi,
laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.

17. Komite Medis adalah perangkat Rumah Sakit untuk
menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di Rumah Sakit
terJaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial,
penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan
disiplin profesi medis.

18. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural Rumah
Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan
meningkatkan profesionalisme tenaga kepirawatan melalui
mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan
pemeliharaan etika dan mutu prolesi.

19. Kewenangan klinis adalai hak khusus seorang staf medisuntuk melakukan sekelompok pelayanan medis terte.rtu
dalam Rumah Sakit untuk suatu periode tertentu yang
dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis.

20. Pen-Llgasan klinis adalah penugasan direktur kepada seorang
staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di
Rumah Sakit berdasarkan daftar kiwenangan klinis yang
telah ditetapkan baginya.

2L Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk
menentukan kelayakan diberikan kewenangar klinis.

22. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis
yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan
kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.

23. Ardit, medis adalah upaya evaluasi secara profesional
terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien



dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan oieh

profesi medis.

24. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional umum
yang untuk pengangkatan daiam jabatan dan kenaikan
pangkatnya tidak diisyaratkan dengan angka kredit

25. Satuan Pemeriksa Internal adalah perangkat Rumah Sakit
yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian
inteinal daiam rangka membantu Direktur meningkatkan
kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial

sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat'

Bagian Kedua
Ruang LingkuP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Internal Rumah Sakit meliputi :

a. Peraturan Internal Korporasi; dal
b. Peraturan lnternal Staf Medis.

BAB II
PERATURAN INTERNAL KORPORASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Peraturan Internal Korporasi sebagaimana dimaksud
Pasal 2 hu1af a merupakan peraturan internal RS
Tampan, yang didalamnya memuati

a. struktur organisasr;

b. prosedur kerja;

c. pengelompokar.r fungsi logis; dan

d. pengelolaan sumber daya manusia.

Peraturan Internal Korporasi sebagaimana dimaksud
ayat {1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. transparansi;

b. akuntabilitas;
c. responsibilitas; dan

'l i-rle-cnrlenci

(1) dalam
Jiwa

\2) pada

Pasal 4

(1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian
tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam
organisasi sesuai ketentuan Peraturan Perundalg-undar-rgan.



\2)

(3)
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Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)

i.;;"i;, ,''Jrrgg^*6..kut hubungan dan mekanisme kerja'

anrar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi

Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam
pasit S uyat (1) huruf c, menggambarkan pembagian- yang

ielas dan rasional antara fungsi pela;anan dan Jungsl

pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendallan interen
dalam rangka efektifltas pencapaian organlsasl

Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud

dala"m pasal 3 ayat (1) hur-uf d, merupakan penga'turan dan

kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusra yang

berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/komponen
untuk mendukung pencapaian tujuan organlsasl secara

efektif, efisien, dan Produktif

Pasal 5

Transparansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (21

huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas

dasar kebebaian arus informasi agar informasi secara
langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga
dapat menumbuhkan kePercaYaan.

Akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3

ayat (2) huruf b, adalah mempertanggungjawabkan
pingelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang

iip.t"^yakal,. kepada RS Jiwa Tampan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, yang
diwuludkin dalam perencanaan, evaluasi dan
laporan/pertanggungiawaban dalam sistem pengelolaan
keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen
sumber daya manusia, pengeiolaan aset dan manaJemen
pelayanan.

Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2)

huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam
pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat sesuai
peraturan Perundang-undangan.

Independensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2)

huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi
secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh
atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan dan prinsip bisnis yang
sehat.

(4)

(1)

12)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Identitas

Pasal 6

(1) Nama Rumah Sakit adalah RS Jiwa Tampan.

(2) Jenis Rumah Sakit adalah RS Jiwa.



(1)

(2)

(3) Kelas RS Jiwa Tampan adalatr Rumah sakit Khusus Daereh

Kelas A.

{4) Alamat RS Jiwa Tampaa adalah Jalan H R Subraltas' Km

12,5 Pekanbaru.

Bagta! Ketiga
Visl, Misl, Tujua! dan Nilai'Nilal Dasar

PaEal 7

Visi RS Jiwa Tampar adalah Mewujudkan Rumah Sakit Jiwa

Unggulan di Indonesia yalg berkualitas, inovatif dal ramah
lingkungan.

Misi RS Jiwa TamParr adalah :

a. Mengembangkan pelayanan r:Iggulan kesehatal jiwa
geriitri, anak dan remaja, dan rehabilitasi napza;

b. Meningkatkan kompetensi tenaga profesional yang inovatif
dan kolaboratif;

c. Mengembangkan Rumah sakit Jiwa yang nyamalr dal1

ramah lingkulgan;

d, Mengembangkan Rumah
bermutu; darl

e. Mengembangkan sistem manajemen yang efektif, ehsien,

transparan dan akuntabel yang berbasis teknologi'

(3) Tujuan RS Jiwa Tampan adalah Meningkatnya kualitas
peLayanan ruj ukarl kesehatan jiwa.

Pasal 8

Perubahan Visi, Misi dan Tujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 di4jukan oleh Direktur kepada Gubernur
berdasarkal hasil rapat Review Rencala Strategis RS Jiwa
TamDan.

Pasal 9

Nilai-nilai dasar terdiri dari kata KEJITYAAN (Kekerabatar,
Empati, Jujur, lbadah, Wirausaha, Amanah, Adil, dalr Nurani)
yang bermakna

a. Kekerabatan Bekerja sama untuk melalcukal suatu
pekerjaan sehingga mendapatkan suatu
hasil yang sangat memuaskan.

Mampu memalami perasaan dan pikiral
orang lain.

T\ius untuk rnelal<ukal suatu pekedaan
dengan mengikuti aturaa yang berlaku.

Menjalankal dal menunaikan segala
kewajibal dengal mengharapkal ridho
Yarre Maha Kuasa.

Sakit Pendidikan Yarrg

b. Empati

c. Jujur

d. Ibadah



e. Wirausaha :

8-

kesuksesan

Dapat dipercaya dalam mengemban kewajiban'f. Amanah

g. Adil

h. Nurani

Semua orang mendaPat hak
kewa.j ibannya

Menerapkan kesadaran moral dalam melayani
pasien.

Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 10

RS Jiwa Tampan berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik
Pemerintah Daerah yang mer-upakan unsur pendukung tugas

Gubernur di bidang pelayanan kesehatan khususnya
kesehatan jiwa yang dipimpin oleh seorang Direktur yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

RS Jiwa Tampan mempunyai tugas menyelengga-rakan
perumusan kebrjakal, koordinasi, pelal<sanaan, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi dar pelaporan pada Wakil Direktur
Bidang Medik dan Keperawatan, Bidang Pelayanan Medik,
Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT),
Bidang Keperawatan, wakil Direktur Bidang Umum dan
Keuangan, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian
Perencanaan serta melaksanakan pelayanan kesehatan,
pendidikan, pelatihan dan menyelenggarakan kewenangan
yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai
dengan peraturan Per-undang-undangan

Untuk melyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), RS JiwaTampan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
tugas pada Wakil Direktur Bidang Medik dan Keperawatan,
Bidang Pelayanan Medik, Bidang Penunjang Medik,
Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT), Bidang Keperawatan,
wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, Bagiart
Umum, Bagnn Keuangan dan Bagian Perencanaan;

b. Penyelenggaraan Koordinasi dan Fasilitasi pada Wakil
Direktur Bidang Medik dan Keperawatan, Bidang Pelayanan
Medik, Bidang Penunjang Medik, Pendidikaa dan Penelitian
(DIKLIT), Bidang Keperawatan, Wakil Direktur Bidang
Umum dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Keuangan
dan Bagian Perencanaan;

menurut

(1)

(2J

(3)
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Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas
aan rui-gsinya berdasarkan Peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kellma
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 1l

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap
kelangsungan, perkembangan dan kemajuan RS Jiwa
Tampan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat'

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya
mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. menyediakan modal serta dana operasional dan sumber
daya lain yang diperlukan untuk menjalankan RS Jiwa
Tarnpan dalam memenuhi visi dan misi serta rencana
strategis RS Jiwa TamPan;

b. menunjuk atau menetapkan Direktur, dan melakukan
evaluasi kinerja tahunan Direktur sesuai ketentuan
peraturan Peraturan Perundang-undangan;

c. menunjuk atau menetapkan Dewan Pengawas, tanggung
jawab dan wewenang serta melakukan penilaian kinerja
Dewan Pensawas secara berkala minimal setahun sekali;

f.

menetapkan struktur organisasi RS Jiwa Tampan;

menetapkan regulasi pengelolaan keuangan RS Jiwa
Tampan dan pengelolaan sumber daya manusia RS Jiwa
Tampan;

memberikan arahan kebijakan RS Jiwa Tampan;

g. menetapkan visi serta misi RS Jiwa Tampan, memastikan
bahwa masyarakat mengetahui visi dal misi RS Jiwa
Tampan, serta me reuieut secara berkala misi RS Jiwa
Tampan;

h. menilai dan menyetujui rencana anggaran;

i. menyetujui rencana strategi RS Jiwa Tampan;

j. menyetujui program peningkatan mutu dan kesehatan
pasien serta menindaklanjuti laporan peningkatan mutu
dan keselamatan pasien;

k. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;

1. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

rr-r. mengawasi kepatuhan penerapan etika RS Jiwa Tampan ,

a.

e.



n.

o.

-10-

etika profesi dan peraturan p€rundang-undangan;

mengawasi setta membina pelaksanaan rencana strategls;

menvetuiui penyelenggaraan pendidikan profesional

kesehatan dan peneUtian serta mengawasr kualllas

program-pro gram tersebut;

Bagian Keenam
organisasi Rs Jiwa TamPaD

Pasal 12

Organisasi RS Jiwa Tampan terdiri dari :

a. Dewan Pengawas;

b. DlreKtur;

c. Wakil Direktur;

d. Bidang/Bagian;

e. Sub Bi.dang/ Sub Bagian;

f. Satuan Pemeriksa Internal (SPI);

g. Komite;

h. Kelompok Staf Medis;

i. Instalasi;
j. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

k. Unit-unit.

12)

(1)

(1)

Bagian Ketujuh
Dewan Pengawas

Pasal 13

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam
huruf a merupakan unit non struktural yang
independen dan bertanggungjawab kepada Gubernur'

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12
bersifat

ayat (1)

Pasal 14

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13

berfungsi sebagai gouerning bodg RS Jiwa Tampan dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan non Leknis
perumahsakitan secara internal di RS Jiwa Tampan

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memantau perkembangan kegiatan RS Jiwa Tampan;

b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan RS

Jiwa Tampan dan mernberikan rekomendasi atas hasil
penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola RS

(2)



d.

c.

e.

-ll-

Jiwa Tampan;

memoflitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja

Juii t usit lapotan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah

mengenai hal sebagai berikut:

1. Rencana Bisnis Dan Anggaran yang diusulkan oleh

Pejabat Pengelola;

2. permasaalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan

RS Jiwa TamPan; dan

3. kinerja RS Jiwa TamPan.

f. melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Gubernur'

Pasal 15

Dewan pengawas berperan mendorong dan mendukung dalam-

bentuk iebf;akan dalam upaya memberdayakan Kelompok Staf

Medis untuk mencapai tqjuan RS Jiwa Tampan sesuai dengan

Visi dan Misi RS Jiwa TamPan.

Peran terhadap Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilai.rukan melalui integrasi dan koordinasi secara

terus menerus dan berkesinambungan.

Integrasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diselenggarakan melalui pemberdayaan fungsi-fungsi dalam
organisasi Komite Medik RS Jiwa Tampan melaiui Sub Komite
Kredensial, Sub Komite Mutu Profesi dan Sub Komite Etika dan
Disiplin Profesi.

Bagian KedelaPan
Pejabat Pengelola

Paragraf 1

Komposlsi Pejabat Pengelola

Pasal 16

Pejabat Pengelola RS Jiwa Tampan adalah Pimpinan RS

Jiwa Tampan yang bertanggung jawab terhadap kinerja
operasional RS Jiwa Tampan,

Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari :

\2)

(3)

(1)

(1)

(2)

a. Pemimpin, merupakan Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang RS Jiwa Tampan selanjutnya disebut
Direktur;

b. Pejabat Teknis bertanggung jawab berkaitan dengan
mutu, standarisasi pelayanan selaljutnya disebut Wakil
Direktur Medik dan Keperawatan; dan

c. Pejabat Administrasi Umum dan Keualgan, memilik
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lungsi sebagai penanggung jawab keuangan, RS Jiwa
taripan selanjuinya disebut Wakil Direktur Umum dan

Keuangan.

Pasal 17

Direktur bertanggung jawab kepada Gubernur melalur

Sekretaris naerah terhadap operasional dan keuangan RS Jiw€

Tampan.

Pasal 18

Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (2) hurui b dan humf c bertanggung jawab kepada Direktur
sesuai bidang dan tugas masing-masmg.

Pasal 19

(1) Komposisi Pejabat Pengelola RS Jiwa Tampan dapat' 
dilaliukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya,

setelah m;lalui alalisis organisasi guna memenuhi
tuntutan perubahan.

(2) Perubahan komposisi pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang
undangan.

Paragraf 2
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 2()

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat
Pengelola RS Jiwa Tampan ditetapkan berdasarkan
kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan
dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan

(3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara
kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi,

(4) Pejabat Pengelola RS Jiwa Tampan diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur.

Paragraf 3
Persyaratan menjadi Direktuf dan wakil Direktur

Pasal 21

Syarat untuk dapat dialgkat menjadi Direktur adalah :

a. seorang tenaga medis yang mempunyai kemampual dan
keahlian di bidang perumahsakitan;
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b, berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan usaha guna kemandirian RS Jiwa

Tampal;

c. berstatus Pegawai Negeri SiPil;

d.. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk
menjalankan praktik bisnis yang sehat di RS Jiwa Tampan;

dan

e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian

Pasa,l22

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Umum dan

Keuangan adalah:

a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan
pengalaman di bidang umum, keuangan dan/ atau
akuntansi;

b. berkelakuan baik dart memiliki dedikasi untuk
mengembangkan pelayanan umum dan usaha guna

kemandirian keuangan;

c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkungan pelayanan
umum dal administrasi RS jiwa Tampan;

d. berstatus Pegawai Negeri SiPil;

e, bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk
meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum serta

mampu menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang
sehat di RS Jiwa Tampan; dan

f, memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 23

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Medik dan
Keperawatan adalah :

a, Tenaga Medis yang memenuhi kriteria keahlian, integritas,
kepemimpinan dan pengalaman di bidang peiayanan;

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan pelayanan yalg profesional;

c. mampu meiaksanakan koordinasi dilingkup pelayanan RS

Jiwa Tampan;

d. berstatus Pegawai Negeri Sipil;

e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk
meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di RS Jiwa
Tampan; dan

f. memenuhi syarat adminstrasi kepegawaian.



Paragraf 4
PemberhentlaD Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 24

Direktur dan Wakil Direktur dapat diberhentikan dari
jabatannya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan

Paragraf 5
Tugas dan Kewajtban, Fuugsi, qrewenang dan Tauggung

Jawab

Pasal 25

Tlgas dan Kewajiban, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab
Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian/Bidang serta
Kasubbagian/bidang berpedoman pada Peraturan Gubernur
mengenai tugas dan fungsi.

Bagian Kesembilan
Organisasi Pendukung dan organisasi Pelaksana

Pasal 26

Organisasi pendukung pada RS Jiwa Tampan terdiri dari :

a. Satuan Pengawas lnternal;

b. Komite Medik;

c. Komite Keperawatan;

d. Komite Etik dan Hukum;

e. Komite Keselamatan dan Kesehatan KerJa ;

f. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Kerja;

g. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;

h. Komite Farmasi dan Terapi;

i. Komite Rekam Medik; da

j. Komite Tenaga Kesehatan lainnya.

Pasal 27

(1) Komite membantu Direktur dalam mengawal dan
menjamin mutu pelayanan kesehatan secara
komprehensif, agar sesuai dengan standar pelayanan
kesehatan pada RS Jiwa Tampan dan untuk memberi
wadah bagi profesional.

12) Komite mempakan badan non struktural yang berada di
bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.
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Susunan kepengurusan komite, fungsi' tttgu: 
-,17

t"*"11t"., tanggung jawab serta kewenangan komlte

;;;;;;-;lfiut "Ld 
ad^- Pasal 26 huruf b sampai

a""g?" ft"t"f j diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Direktur.

Pasal 28

organisasi pelaksana pada RS Jiwa Tampan terdiri dari:

a. lnstalasi Gawat Darurat;

b. Instalasi Rawat Jalan;

c. Instalasi Rawat InaP;

d. Instalasi Rehabilitasi Psikososial;

e. Instalasi Rehabilitasi NaPza;

f. lnstalasi Rehabilitasi Medik;

g. lnstalasi Rekam Medls;

h. lnstalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit;

i. Instalasi Farmasi;

j. InstalasiLaboratorium;
k. lnstalasiRadiologi;

1. Iostalasi Gizu

Instalasi Centrai Sterilisation Supply Departrnent darl

Laundry;

lnstalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;

Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Kesehatan Lingkungan;

lnstalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

(1)

Pasal 29

Pembentukan lnstalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

ditetapkan dengan Keputusan Direktrrr'

m,

n.

o.

p.

(2) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipimpin oleh
Kepala lnstalisi yang diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur.

(3) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dalam
melaksanakan kegiatan operasional pelayanall wajib
berkoordinasi dengan bidang/bagian atau seksi/subbagian
terkait.

(4) Kepala lnstalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional.

{5) Pembentukan dan perubahan lnstalasi didasarkan atas
analisis bebal kerja dan/atau kebutuhan organisasi.



Pasal 30

Kepaia Instalasi rrempunyai tugas dan kewajiban metencanakan'

melaksanakan, memonitor dan mengevaluasr, serta melaporKan

kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada

Direktur.
Pasal 31

Pembentukan dan pefubahan Instalasi sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) di atur lebih lanjut dengan

Keputusan Direktur, dan di laporkan secara tertulis kepada

Gubernur.

(1)

Pasal 32

Kelompok jabatalr fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsionai yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan
fungsional sesuai bidang keahhannya

Jumlah tena.ga fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
yang ada.

Kelompok jabatan fungsional bertuga.s melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan lungsional masing-masing

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai ketentuan
perat uran Perundan g-undan gan

(2J

(3)

14)

Bagiaa KesePuluh
Tata Kerja

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
pendekatan lintas fungsi (cross functional approach) secara vertikal
dan horisontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi laln
sesuai tuga.s masing-masing,

Pasal 34

Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil
Iangkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan
Pcnrn.l rn d-r rh.lahoa h

Pasal 35

Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
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Pasal 36

Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertarggungjawab kepada atasan serta
menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 37

Setiap iaporan yang diterima oieh setiap pimpinan organisasi darl
bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
perubahan untuk menjrusun laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 38

Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
Kepala Seksi, Kepala Komite dan Kepala Instalasi wajib
menyampaikan laporan berkala kepada atasannya masing maslng.

Pasal 39

Selain kepada atasan, laporan juga disampaikan kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubuogan
kerJa.

Pasal 40

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinalr organisasr
dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.

(2) Bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing
dilakukan melalui rapat secara berkala.

Bagian Kesebelas
Pengelolaan sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Tujuan Pengelolaan

Pasal 41

Pengelolaan Sumber Daya Manusia bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan yang tepat dan efektif dengan
produktifitas tinggi kepada orgamsasl.

Paragraf 2
Pengangkatan dal1 Pe.piDdahan Pegawai

Pasal 42

Mekanisme pengargkatan Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai
Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
Pcfl rndanor rn.l.h oa h



(1)

Pasal 43

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai.Negeri

ii;i- ai;t;t"dan dengan truuan untuk meningkatkan

kineria dan Pengembangan Kanr'

Perpindahan sebagalmana dimaksu pada ayat (1)

dilaisanakan den n mempertimbangk :

a. pendapatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan

pendidit<art dan ketrampilannya;

b. masa. kerja di unit tertentu;

c. pengalaman pada bidang tugas tertentu; dan

d. kegunaannya dalam menunjang karir'

\2)

(1)

(2)

Paragtaf 3
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 44

Unluk mendorong moLivasi kerja dan produk[jvitas pegawai'

maka menerapkan kebijakan tentang

Denqha yaug mempunyai kinerja baik dan

."^lrf,"i tidal memenuhi ketentuan atau

melanggar peraturan yang ditetapkan'

Pensharsaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (IJ dapat

aiu."ir."i kepada- Pegawai Nigeri Sipil Profesional untuk
melanjutkan 

-pendidikan formal maupun informal yang

mendukung pil"y^.t"tl kesehatan jiwa di RS Jiwa tampan
sesuai ke{entua n peraturan Perundang-undangnan '

(3) Syara.t-syarat untuk pendidikan formal dan informal' ' sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Keputusan Direktur'

(1)

Patagraf 4
Kenaikan Pangkat

Pasal 45

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil merupakan
penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan
pengabdian terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan
pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan sesuai
ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau
fungsional umum, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang :

a. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak
menduduki jabatan struktural atau fungsional
tertentu; dan

l2J
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b. dipekeriakan atau diperbantukan secara penuh di luar
" ,.ii"."'l *J* dan tidak menduduki jabatan pimpinan

V""C i"1"1t ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan

fungsional tertentu
r?r adalah penghargaan yang diberikan

SiPil Yang menduduki jabatan

ngsional tertentu

Patagraf 5
Disipliu dan Pemberh€ntiao Pegastai

(1)

Pasal 46

Disipiin merupakan suatu kondisi yang tercipta dan

terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang

mlnunlutkan nilailnilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan'
keteraiuran, dan ketertiban yang dituangkan dalam :

a. daJtar hadir;

b. laporan kegiatan Sasaran Kerja Pegawai bulanan; dan

c. lembaran Sasaran Kerja Pegawai tahunan'

Tingkatan dan jenis hukuman disiplin Pegawai. Negeri Sipil

dan non Pegawai Negeri Sipil mempedomani Peraturan
perundang-undangan

Pasal 47

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil
mempedomani Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas
Remunerasi

(2)

(1)

(2J

Pasal 4E

Pegawai Negeri Srpil dan non Pegawai Negeri Sipil
Tampan diberikan Remunerasi.

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai peraturan Perundang-undangan.

RS Jiwa

diberikar



(i)

(2)
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Bagian Ketiga Belas
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 49

Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas
pelayanan umum yang diberikan oleh RS Jiwa Tampan,
diterapkan Standar Pelayanan Minimal RS Jiwa Tampan.

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layatan serta
kemudal-ran untuk mendapatkan layanan.

Pasal 50

Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan ;

a. fokus pada jenis pelayanan;

b. terukur;
c. dapat dicapai;

d. relevan dan dapat diandalkan; dan

e. tepat waktu.

Pasal 51

(1) Fokus pada jenis pelayaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 50 huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang
menunjang terwujudnya tugas dan fungsi RS Jiwa Tampan.

(2) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b,
merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

(3) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud dalam pasal 50
hurrrf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat
pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat
pemanfaatannya,

(4) Reievan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan,
berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan
fungsi RS Jiwa Tampan.

(5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 50
huruf e, merrrpakan kesesuaian jadwal dan kegiatan
pelayanan yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat Belas
Pengelolaan Keuangan

pasal 52

Pengelolaan keuangan RS Jiwa Tampan berdasarkan pada prinsrp
efektifitas, efisiensi dan produktifitas dengan beraiaskan
akuntabilitas dan transparansi.



(2)

pasal 53

Dalam rangta penerapan prinsip dan asas sebaqaimana
l]mars}o dalam Pasal 52, maka dalam penatausahaan kJuansanqnerapkan Srstem Akufltabiliras Berbasis Akrual dan SraniarAkuntansi Pemerintahan.

(1)

pasal 54

l:m*nrah Daerah dapar memberjkan subsidi kepada RSJrwa Iampan untuk pembiayaan RS Jiwa Tampan.

T ayat {1) dapat
gadaan barang

Bagian Kelima Belas
Tarif pelayanan

pasal 55

RS Jiwa Tampan dapat memungut biaya kepada masyarakat
se-oagal rmbatan atas barang dan/atau jasa layanan yang
diberikar.
Tmbalan aras barang dan/alau jasa layanan sebaqaimana
drmaksud pada alat t1), diterapkan dalam benruk tarifvunsdrsusun atas dasar perhiLungan biaya satuan p". -unii
layanan.

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat {2), rermasuk imbal
nasrt yang waJar darl jnvestasi dana dan unruk menulup
seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapar bempa
oesaran tanl dan/alau pola tarif sesuai jenis layanan RS
Jiwa Tampan.

(1)
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pasal 56

Tarif Pelayaaar RS Jiwa Tampaa diusulkan oleh Direktur
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah,
Penetapan Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan
Iayanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat,

Pasal 52
Tarif Pelayaaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56
ayat {2) dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan
perkembangan keadaan.

Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)
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dilal<ukal secara keseluruhan maupun per unit layanan.
(3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang_
undangan.

Bagian Keenam Belas
Pendapatan, Belanja dan pembiayaan

paragraf I
pendapatan

pasal 58

Pendapatan RS Jiwa Tampai dapat bersumber dari :

a. Jasa layanan;

b. Hibah;

c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
d. APBD;

e. APBN; dan
f. Lain lain pendapatan Rumah Sakit yang sah.

{1)

Pasal 59

Pendapatan_ RS Jiwa Tampan yang bersumber dari jasa
rayanan sebagarmara djmaksud dalam pasal 5g huruf a
berup€ imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang
oroerrKan kepada masyarakat.
Pendapatan RS Jiwa Tampan yang bersumber dari hibai
sebagatmana dimaksud dalam pasal 5g huruf b berupa
hibah terikat dan hibah tidak terikat. '
Pendapatan RS Jiwa Tampan yang bersumber dari Hasil
Kerjasama dengalr pihak lain sebagaimana dimaksud dalampasal 58 huruf c berupa perolehan dari keriasama
operasional. Sewa menyewa dan usaha lain yallg
mendukung tugas dan fungsi RS Jiwa Tampan.
Pendapatan RS Jiwa Tanpan yalg bersumber dari ApBD
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5g huruf d berrpa
pendapatan yang berasal dari pemerintah Daerah dalamrangka pelaksanaat program atau kegiatan di RS Jiwa
I ampan,

Pendapatan RS Jiwa Tampan yang bersumber dari APBN
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5g huruf e berupa
pendapaLan )ang berasal dari pemerjnfah pusal dalam
rangka pelaksanaan dan dekonsentrasi dan/atau tugas
perbantuan dan lainlain.
LainJain pendapatan RS Jiwa Tampan yang sah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5g huruf f, v;itui
a, Jasa giro;

b. Pendapatan bunga;

(2)

(3)

14)

(s)

(6)



d.

e,

f.
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Keuntungan selisih nilai tukar
uang asing;

Komisi, potongan ataupun bentuk
penjualan dan/ atau pengadaaa
oleh RS Jiwa Tampan;

Investasi; dan

Pengembangan usaha.

rupiah terhadap mata

lain sebagai akibat dari
baralg dan/atau jasa

(1)

\2)

(3)

Pasal 60

RS Jiwa Tampan dalam melaksanakar anggaran dekonsentrasi
dan/atau tugas pembantuanJ proses pengelolaan keuangan
diselenggarakal berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 6l

Pendapatan RS Jiwa Tampan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 dikeloia langsung untuk membiayai pengeluaran
RS Jiwa Tampan sesuai Rencana Bisnis dar Anggaran,
kecuali yang berasal dari hibah terikat.

Seluruh pendapatan RS Jiwa Tampan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas
RS Jiwa Tampan.

Seluruh pendapatan sebagailrana dimaksud pada ayat (2)
dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
setiap triwulan.

Paragraf 2
Belanja

Pasal 62

Belanja RS Jiwa Tampan terdiri dari belanja operasional dan
belanja modal.

Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencakup seluruh belanja RS Jiwa Tampan untuk
menjalankan tugas dan fungsi meliputi belalja pegawai,
belanja barang danjasa, dan belanja lainnya.

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup seluruh belanja RS Jiwa Tampan untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam
kegiatan RS Jiwa Tampan.

(1)

(2)

(3)



(2)

(1)

pasal 66
(1) Ambang batas Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana

dimaksud dalar:n Pasal 65 ayat (2), ditetapkan dengan
besaran persentase.
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Paragraf 3
Pemblayaan

Pasal 63

Pembiayaan RS Jiwa Tampan terdiri dari :

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaranpembiayaan.

Pembiayaan sebagaimana dimatsud pada ayat (1)
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun anggaran berikutnya.

Pasal 64

Seluruh pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dilaporkan kepada Pejabat
Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan.

Seluruh pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Pengesahan yang dilampiri dengan Surat
Pernyataan Tanggung jawab.

Format laporan pengeluaral sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan format Surat Pernyataan Tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai
ketentuan peraturan Pen-rndang-undangall.

Pasal 65

Pengeluaran Biaya RS Jiwa Tampan diberikan fleksibilitas
dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

Fleksibilitas pengeluaran biaya RS Jiwa Tampan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
pengeluaran biaya yalg disesuaikan dan signifikan denga:r
perubahan pendapatan dalam ambang batas Rencana Bisnis
dan Anggaran yang telah ditetapkan secara definitif.
Fleksibilitas pengeluaran biaya RS Jiwa Tampan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk
biaya RS Jiwa Tampan yang berasal dari pendapatan selain
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat.
Dalam hal terjadi kekurangan anggaranr Direktur
mengajukan usulan tambahan anggaran dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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(2)

(3)

Besaran persentase sebagaimara dimaksud pada ayat (1),

ditentukan dengan mempertimbangkaa fluktuasi kegiatan
operasional RS Jiwa Tampan.

Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran dan Daftar
Dokumen Pelaksanaan Anggaran RS Jiwa Tampan oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah.

(4) Persentase ambang batas sebagaimana
ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat

dimaksud pada
diprediksi, dapat
dah .l^n^t

(1)

(2)

dicapai, terukur, rasional
dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketujuh Belas
Pengelolaan Sumber Daya Laia

Pasal 67

Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana,
prasarana, gedung dan jalan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang undangan.

Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk
kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi RS Jiwa Tampan

Bagian Kedelapan Belas
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Saklt

Pasal 68

RS Jiwa Tampan wajib melaksanakan pengelolaan
lingkungan, baik internal maupun eksternal.

Pengelolaan iingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung peningkatan mutu
pelayanan yang berorientasi kepada keamalan,
kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan
dan keselamatan.

Pasal 69

Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (2) meliputi pengeiolaan limbah RS Jiwa
Tampan.

Pengeiolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi limbah medis dan non medis.

Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mempedomani peraturan Perundang-
undangan.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)



BAB III
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 70

Peraturan Internal Staf Medis dibua.t dengan maksud untuk
menciptakan kerangka kerja agar staf medis dapat melaksanakan
fungsi profesionalnya dengan baik guna menjamin terlaksananya
mutu layanan medis berbasis kes€lamatan pasien.

Pasal 71

Peraturan Internal Staf Medis mempunyai tujuan seba.gai berikut:

a. mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu tinggi berbasis
keselamatan pasien;

b. memungkinkan dikembangkannya berbagai peraturan bagi
staf medis guna menjamin mutu profesional;

c. menyediakan forum bagi pembahasan isu-isu menyangkut staf
medis; dan

d. mengontrol serta menjamin agar berbagai peraturan yang
dibuat mengenai staf medis sesuai dengan kebijakan
Pemerintah di bidang kesehatan.

Bagian Kedua
Keanggotaau Staf Medis

Pasal 72

Keanggotaan Staf Medis merupalan preuilege yang dapat
diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang secara terus
menerus mampu memenuhi kualifikasi, standar darr
persyaratan yang ditentukan.

Keanggotaan sebagaimala dimaksud pada ayat (1) diberikan
tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin,
keturunan, status ekonomi dan pandangan politisnya.

(1)

(2)

Pasal 73

Untuk dapat bergabung dengan RS Jiwa Tampan sebagai Staf
Medis maka dokter atau dokter gigi harus memiliki kompetensi
yang dibutuhkan, Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktek,
kesehatan jasmani dan rohani yang laik untuk melaksanakan
tugas darr tarrggung jawabnya serta memiliki perilaku yang baik.
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Pasal 74

Tatalaksana pengangkatan dan pengangkatan kembali Staf Medis
RS Jiwa Tampan yaitu dengan mengajukan permohonan kepada
Direktur dan selanjutnya Direktur berdasarkan pertimbangan
dari Komite Medik dapat mengabulkan atau menolak permohonan
tersebut.

Pasal 75

Bagi Staf Medis yartg berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang sudah
pensiun dapa.t diangkat kembali sebagai Staf Medis Kontrak, Staf
Medis Mitra atau Staf Medis Relawan sepanjang yang
bersangkuta4 memenuhi persyaratan.

Pasal 76

Masa kerja sebagai staf medis RS Jiwa Tampan sebagai berikut :

a. Staf Medis Tetap Non Pegawai Negeri Sipil adalah selama 3
(tiga) tahun dan dapat diperbaharui kembaii untuk beberapa
ka-li masa kerja berikutnya sepanjang yang bersangkutan
masih memenuhi persyaratan;

b. Staf Medis Mitra adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya
sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan;
dan

c. Staf Medis Relawan (voluntir) adalah selama 1 (satu) tahun
dan dapat diangkat kembaii untuk beberapa kali masa kerja
berikutnya sepanjang yang bersangkutan masih menghendaki
dan memenuhi semua persvaratan.

Bagian Ketiga
Kategori Staf Medls

Pasal77

Staf Medis RS Jiwa Tampan dikeiompokkan ke dalam katego :

a, Staf Medis Struktural terdiri dari :

l.Staf Medis Tetap, yaitu dokter yang berasal dari Pegawar
Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan
sebagai sub ordinat yang bekerja dan bertanggung jawab
untuk dan atas narna RS Jiwa Tampan;

2.Staf Medis Kontrak, yaitu dokter yang bergabung dengan
RS Jiwa Tampan sebagai staf medis kontrak, berkedudukan
sebagai sub ordinat yang bekerja dan bertanggung jawab
untuk dan atas nama RS Jiwa Tampan;

3.Staf Medis Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
hur-uf (b), yaitu dokter yang bergabung dengan
RS Jiwa Tampan sebagai mitra, berkedudukan setingkat



b.
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dengan RS Jiwa Tampan, bertanggungjawab secara mandiri
serta bertanggung jawab secara proporsional sesuai
ketentuan yang berlaku di RS Jiwa Tampan;

4. Staf Medis Relawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76
huruf (c), yaitu dokter yang bergabung dengan RS Jiwa
Tampan atas dasar keinginan mengabdi secara sukarela.
bekerja untuk dan atas namd RS Jiwa Tampan. dan
berLa nggungjawab secara mandirj serla berta nggunggugat
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

s.Staf Medis Tamu, yaitu dokter yang tidak tercatat sebaeai
stal medis RS Jiwa Tampan. retapi karena repurasi dan
atau keahliannya diundang secara khusus untuk
membantu menangani kasus kasus yang tidak dapat
ditangani sendiri oleh staf medis RS Jiwa Tampan atau
untuk mendemonstra sikan suaru keahlian tertenru atau
teklologi baru.

Staf Medis Fungsional terdiri darr :

l.Dokter Spesialis Konsultan yaitu Dokter yang karena
keahliannya direkrut oieh RS Jiwa Tampan untuk
memberikan konsultasi kepada Staf Medis Fungsional lain
yang memerlukan dan tidak secara langsung menangani
pasien.

2.Dokter Staf Pengajar yaitu Dokter yang mempunyai
status tenaga pengajar baik dari status kepegawaian
kementerian kesehatan, kementerian pendidikan dan
kebudayaan atau kementerian lain yang dipekerjakan dan
atau diperbantukaa menjadi pendidik dan atau pengajar
bagi peserta didik dibidang kesehatan, mempunyai
kualillkasi sesuai dengan komperensi dibidangnlj seita
mempunyai hak darr kewajiban sesuai ketentuan peraturan
Perundang- undangan.

3. Dokter Instalasi Gawat Darurat yaitu Dokter Umum dan
Dokter Spesialis yang terlatih menangam kegawatdaruratan
sesuai dengan penempatan dan atau tugas yang diberikan
oleh RS Jiwa Tampan, mempunyai kualifikasi sesuai
dengan kompetensi dan kewenangan dibidangnya serta
mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan
peraturall Perundang-undangan.

4. Peserta Pendidikan Dokter Spesialis yaitu peserta program
pendidikan Dokter Spesialis yang memberikan pelayanan
kesehatan dalam rangka pendidikan, mempunyai
kualifikasi sesuai dengan kompetensi dan kewenangan
dibidangnya sefla mempunyai hak dan kewajiban sesuaj
ketentuan peraturanperundang undarrga]].



\2)

(3)

(1)

Pasal 79

Kewenangan klinis sebagaimana dimaksud dalam pasal 78
ayat (1) akan dievaluasi terus menerus untuk ditentukan apakah
kewenangan tersebut dapat dipertahankan, diperluas
dipersempit, atau bahkan dicabut.
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Bagian Keempat
Kewenangan klinis

Pasal 7E

Setiap Dokter yang diterima sebagai staf Medis RS Jiwa
Tampan diberikan kewenangan klinis oleh Direktur setelah
memperhatikan rekomendasi dari Komite Medik
berdasarkan masukan dari Sub Komite Kredensial

Penentuan kewenangan klinis didasarkan atas jenis ijazah/
sertifikat, kompetensi dan pengalaman dari staf medis yang
bersangkutan dengan memperhatikan kondisi di RS Jiwa
Tampan.

Dalam hal tertentu untuk menentukan kewenangan klinis
maka Komite Medik dapat meminta informasi dan/atau
pendapat dari kolegium terkait

Pasal 8O

(1) Staf Medis yang ingin memperluas kewenangan klinisnya
harus mengajukan permohonan kepada Direktur dengan
menyebutkan alasannya serta melampirkan bukti berupa
sertifikat pelatihan dan/atau
mendukung permohonannya.

pendidikan yang dapat

Direktur berwenang mengabuikan atau menolak
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mempertimbangkan rekomendasi Komite Medik
berdasarkan masukan dari Sub Komite Kredensial

Setiap permohonan perluasan kewenangan klinis yang
dikabulkan atau ditolak han-rs dituangkan dalam surat
keputusan Direktur dan disampaikan kepada pemohon.

(2)

(3)

Pasal 81

Kewenangan klinis sementara dapat
Tamu atau Dokter Pengganti dengan
dari Komite Medik.

diberikan kepada Dokter
memperhatikan masukan

Pasal 82

Dalam keadaan darurat atau bencana yang menimbulkan banyak
korban maka semua staf medis Rumah Sakit diberikan
kewenangan klinis r-rntuk melakukan tindakan penyelamatan



(emergencA care) dilu.ar
dimilikinya, sepanjang yang
untuk melakukannya.
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keYr'enangan
bersangkutan

klinis reguler yang
memiliki kernampuan

{1)

(2)

(3)

Pasal 83

Dalam hal Staf Medis dinilai kurang mampu atau melakukan
tindakan klinis yang tidak sesuai dengan standart pelayanan
sehingga menimbulkan kecacatan dan/atau kematian maka
komite medik dapat melakukan oenelitian.

Pasal 84

Bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83
membuktikan kebenaran maka Komite Medik dapat
mengusulkan kepada Direktur untuk dikenai sanksi berupa
sanksi administratif.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Direktur dan disampaikan kepada Staf
Medis yang bersangkutan dengan tembusan kepada Komite
Medik.

Dalam hal Staf medis tidak menerima sanksi sebasaimana
dimaksud pada ayat l2J maka yang bersangkuLan dapat
mengajukan sanggahan tertulis dalam waktu 15 (lima belas)
hari sejak diterimanya surat keputusan, untuk selanjutnya
Direktur memiliki waktu 15 llima belas) hari untuk
menJ elesaikan secara adil dan seimbang dengan mengundang
semua pihak yang terkait.
Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat
nal,

Bagian Kelima
Pengorganisasian Staf Medis Fungsional

pasal 85

Semua Dokter yalg melaksanatan praktek kedokteran di unit-
unit pelayanan RS Jiwa Tainpan, termasuk unit-unit pelayanan
yang melakukan kerjasama operasional dengan RS Jiwa Tampan,
wajib menjadi anggota staf medis

Pasal 86

(1) Staf medis dikelompokkan sesuai bidang
spesia-lisasi/keahliannya atau menurut cara lain
berdasarkan pertimbangan khusus,

(2) Setiap kelompok staf medis sebagaimaaa dimaksud pada
ayat (1) minimal terdiri dari 2 (dua) orang Dokter dengan
bidang keailian yang sama.

(4)
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(3) Dalam hal syarat minimal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka dapat dibentuk
kelompok staf medis yang terdiri atas Dokter dengan
keahlian berbeda dengan memperhatikan kemiripan disiplin
ilmu atau tugas dan kewenangannya.

Pasal 87

Fungsi kelompok staf medis RS Jiwa Tampan yaitu sebagal
pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta
penelitian dan pengembangan dibidang pelayanan medis.

Pasal 88

Tuga.s keiompok staf medis RS Jiwa Tampan sebagai berikut:
a. mematuhi ketentuan peraturan Perundang undangan;
b. melakukal kegiatan profesi yang komprehensif meliputi

promotif, preventif) kuratif dan rehabilitatif;
c. membuat rekam medis secara faktual, tepat waktu, aktual

dan akurat;

d.

e.

meningkatkan kemampuan profesi melalui prograrn
pendidikan dan/atau pelatihan berkelanjutan;
men1aga agar kualitas pelayanan sesuai standart profesi,
standart pelayanan medis, dan etika kedokteran; dan

f. menyrrsun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat
laporan pemantauan indikator mutu klinik.

pasal 89

Tanggung jawab Kelompok Staf Medis RS Jiwa Tampan sebagar
berikut:

a. memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medis kepada
Direktur terhadap permohonann penempatan Dokter baru di
RS Jiwa Tampan untuk mendapatkan Surat Keputusan;

b. melakukan evaluasi atas kinerja praktek Dokter berdasarkan
data yang komprehensif;

c. memberikar rekomedasi melaiui Ketua Komite Medik kepada
Direktur terhadap permohonan penempatan ulang Dokter di
RS Jiwa Tampan untuk mendapatkan surat keputusan
Direktur;

d. memberikan kesempatan kepada para Dokter untuk
mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan;

e. memberikan masukan melalui ketua Komite Medik kepada
Direktur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktek
kedokteran;

L memberikan laporan secara teratur minimal sekali setiap
tahun melalui ketua Komite Medik kepada Direktur dan/atau
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Bidang Pelayanan Medik dan penunjang tentang hasil
pemantauan indikator mutu klinik, evaluasi kinerja praktek
klinis, pelaksanaan program pengembangan staf, 

-dat 
lain_

lain yaqg dianggap perlu; dan
g. melakukan perbaikan slandar prosedur operasional serta

dokumen-dokumen terkait.

pasal 9O

Kewajiban Kelompok Staf Medis RS Jiwa Tampan sebagai berikur:
a. menjrusun Standart prosedur operasional pelayanan medis,

meliputi bidang administrasi, manajerial dan bidang
pelayanan medis;

b. men1rusun indikator mutu klinis; dan
c. menlrusun uraian tugas dai kewenangan untuk masing_

maslng anggota.

pasal 9l

(1) Setiap Kelompok Staf Medis dipimpin oleh
yang dipilih oleh anggota.

(2) Ketua Kelompok Staf Medis dapat dijabat oleh Dokter
Organik.

(3) Pemilihan Ketua Kelompok Staf Medis diatur
mekanisme yang disusun oleh Komite Medik
persetujuan Direktur.

(4) Ketua Kelompok Staf Medis ditetapkan
Direktur.

dengan Keputusan

(5) Masa bakti Ketua Kelompok Staf Medis adalah mal<simal 3
{tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kall
periode berikutnya.

Bagian Keenam
Penilaian dan Evaluasi

pasal 92

Penilaian kinerja yang bersifat administratif dilakukan oleh
Direktur sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Evaluasi yang menyangkut keprofesian dilakukan oleh
Komite Medik sesuai ketentuan peraturan peiundang-
undangan.

seorang ketua

dengan
dengan

(1)

(2)
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Bagian Ketujuh
Tindakan Korektif

Pasal 93

Dalam hal Staf Medis diduga melakukan layanan klinik dibawah
standar maka terhadap yang bersangkutan dapat diusulkan oleh
Komite Medik untuk dilakukan penelitian.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian staf Medis

Pasal 94

Staf Medis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diberhentikan
dengan hormat karenar

a. telai memasuki masa pensiun;
l_' ncrm;nraan ecndiri

c. tidak lagi memenuhi kualihkasi sebagai Staf Medis; dan/atau

d. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 95

Staf Medis Mitra berhenti secara otomatis sebagai Staf Medis
apabila telah menyelesaikan masa kontraknya atau berhenti atas
Dersetuiuan bersama.

Pasal 96

Staf Medis Mitra yang telah menyelesaikan masa kontraknya
dapat bekerja kembali untuk masa kontrak berikutnya setelah
menandatangani kesepakatan baru dengal pihak Rumah Sakit.

Bagian Kesembilan
sanksi

Pasal 97
Staf Medis RS Jiwa Tampan, baik yang berstatus organik, mitra,
maupun voluntir yang melakukan pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan, peraturan Rumah Sakit,
klausul-klausul dalam perjanlian kerja atau etika dapat diberikan
sanksi sesuai dengan berat/ringannya pelanggaran.

Pasal 98

(1) Pemberian sanksi dilakukan oleh Direktur setelah mendengar
pendapat dari Komite Medik dengan mempertimbangkan
tingkat kesalahannya.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat {1) berupa:



a. teguran lisan atau tertulis;

b. penghential praktik untuk sementara waktu;

c. pemberhentiar dengaa tidak hormat bagi Sta-f Medis
Organlk; atau

d. pemutusan perjanjian kerja bagi Staf Medis Mitra yang masih

berada dalam masa kontrak.

Bagian KesePuluh
Hak dan Kewajiban terkait Kerahasiaan dan Informasi Medis

Pasal 99

(1) RS Jiwa Tampan memilik hak dan kewajiban terkait
kerahasiaan dan informasi medis, sebagai berikut:

a. berhak membuat peraturan tentang kerahasiaan dan
informasi medis yang berlaku di RS Jiwa Tampan;

b. wajib menyimpan rekam medik sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undaIIgan;

c. wajib memberikan isi rekam medis kepada pasien ataupun
pihak lain atas izin pasien secara tertulis; dan

d. wajib memberikan isi dokumen rekam medis untuk
kepentingan peradilan dan asuransi sesuai ketentuan
peraturan Perundang-undangan.

(2) Dokter RS Jiwa Tampan memiliki hak dan kewajiban terkajt
kerahasiaan dan informasi medis, sebagai berikut:

a. berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari
pasien yang dirawat atau keiuarganya;

b. wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya
tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal
dunia; dan

c. wajib menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan
peraturan Perundang-undangan, profesi dan etika hukum
dan kedokteran,

(3) Pasien RS Jiwa Tampan memiliki hak dan kewajiban terkait
kerahasiaan dan informasi medis, sebagai berikut;

a. berhak mengetahui ketentuan dan peraturan RS Jiwa
Tampan yang mengatur hak, kewajiban, tata tertib dan
lain-lain ha1 yang berkaitan dengan pasien

b. berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang
tindakan medis yang akan atau sudah dilakukan dokter,
yaltu :

1. tujuan tindakan medis,
2. tata laksana tindakan medis;
3. alternatif tindakan lain jika ada;
4. resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;



5. akibat ikutan yang pasti terjadi jika tindakan medis

dilakukan;
6. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan 

-

7. iesiko yang akan ditanggung jika pasien menoiak
tindakan medis.

c. wajib memberikan informasi yang lengkap dan jujur
tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah
kesehatannya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1OO

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka
Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Peraturan Internal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Jiwa
Tampan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun
2016 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi'

Pasal 1Ol

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundalgan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 
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Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal
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